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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili  perkara tertentu pada

tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III (DIII), pekerjaan

Pegawai Negri Sipil (PNS) di Badan Pusat Statistik Provinsi Riau,

tempat  tinggal  di  Jalan xxxxxxxxxx  ,  Kecamatan  Tampan  Kota

Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Memelawan

Siti Jubaidah binti Alimin Pohan, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan

Sarjana  (SI),  pekerjaan  Swasta,   tempat  tinggal  di  Jalan  Cipta

Karya  Perum.  Citra  Permata  Blok  F  RT.005  RW.  012  No.  25

Kelurahan  Tuah  Karya,  Kecamatan  Tampan  Kota  Pekanbaru,

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Pemohon  telah  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada

Pengadilan  Agama  Pekanbaru  dengan  surat  permohonan  bertanggal  05

Oktober  2016  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Pekanbaru  dengan  Register  Nomor:  1362/Pdt.G/2016/PA.Pbr  tanggal  13

Oktober 2016 dengan dalil sebagai berikut:
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1. Pada 10 Agustus  2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan

perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru dengan Akta

Perkawinan dengan nomor xxxxx/VIII/2007 tertanggal 7 Agustus 2007;

2. Selama  melangsungkan  perkawinan  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikaruniai 1 orang anak yaitu: xxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Kampar, tanggal

12 Nopember 2008 dengan Akta Kelahiran No xxxxxxxx tertangga 8 April 2009;

3. Sejak awal rencana perkawinan Pemohon dan Termohon berkomitmen

untuk saling mengiklaskan niat untuk menyempurnakan Agama kami sembari

mengharap ridho Allah Subhanahu Wataala dengan masa taaruf yang cukup

singkat  dan  kemudian  disepakati  untuk  melangsungkan  pernikahan  meski

keadaan keluarga kurang siap dalam hal keuanggan;

4. Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Mertua di

Tapung  selama  beberapa  bulan  kemudian  pindah  ke  Ujung  Batu  karena

pekerjaan  dan  diawal  pernikahaan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  hidup

layaknya suami istri dengan riak-riak kehidupan hingga dikaruniai seorang putri

bernama xxxxxxxxxx;

5. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan seperti

biasa  hingga  disaat  hamil  mulailah  terjadi  perselisihan-perselisihan  dalam

menyikapi  permasalahan.  Termohon  terlalu  kaku  dalam  menyikapi

permasalahan,  masalah  kecil  bisa  jadi  besar,  sering  sekali  malah  bersikap

tempramen,  marah-marah  dan  terahir  malah  menjurus  ke  anarkis  (merusak

barang-barang);

6. Pernah  suatu  hari  terjadi  perselisihan  kecil  antara  Pemohon  dan

Termohon yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan karena saat itu ada

orangtua Pemohon yang sedang bertamu, akan tetapi karena Termohon selalu

tak  bisa  mengontrol  emosi  saat  marah Termohon pergi  dari  rumah padahal

kondisi anak masih menyusui, pernah juga pergi dari rumah tidak pulang hingga

keesokan harinya, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan nekat yang terkadang

merepotkan Pemohon;

7. Pada bulan oktober 2012 Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah

beberapa  bulan  karena  terus  terjadi  perselisihan  yang  berkepanjangan,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon  terlalu  idealis  dengan  apa  yang  dianggapnya  benar  terkadang

terkesan tidak ada toleransi kepada Pemohon meskipun dalam hal yang kecil;

8. Bahwa  pada  saat  marah  Termohon  selalu  tidak  bisa  mengontrol  diri

sehingga  tak  segan-segan  memaki  dan  mengeluarkan  kata-kata  yang  tidak

seharusnya  dikeluarkan  seorang  istri  terhadap  suami  (menjelek-jelekan

keluarga  Termohon,  mengungkit-ungkit  masalah  yang  lalu,  minta  cerai  dll),

belum lagi  kalau  sudah  marah  Termohon  tidak  lagi  mau  makan  (terkadang

sampai sakit kerena Termohon memang agak kurang daya tahan tubuhnya),

tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, tidak mau mengurus anak apatah lagi

membantu pekerjaan Pemohon. Yang lebih parah lagi Termohon tidak lagi bisa

menyembunyikan  masalah  keluarga  dihadapan  keluarga  Pemohon,  malah

sering acuh tak acuh terhadap keluarga Pemohon ketika datang bertamu yang

ini tentunya menyakiti hati keluarga Pemohon (diam dikamar, tidak bicara dll);

9. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran karena ketidak sepahaman yang

terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon

tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan pada ahirnya Pemohon tidak tahan

lagi  karena kalau dilanjutkan bisa terjadi  hal-hal  yang lebih buruk yang bisa

menimbulkan  mudhorot  yang  lebih  besar  lagi.  Mudah-mudahan  Allah

mangampuni kealpaan kami. Amin…

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  Pemohon  merasa

kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi,

dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

Cq.  Majelis  Hakim  yang  menyidangkan  permohonan  Pemohon  untuk

menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya

memeriksa  dan  mengadili  dengan   menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak

terhadap  Termohon  (xxxxxxxxxx)di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Pekanbaru;

3. Menyatakan hak Asuh dan pemeliharaan anak dilakukan secara bersama-

sama antara Pemohon dan Termohon untuk kebaikan Anak. Dan Pemohon

bersedia menanggung nafkah anak dan Termohon sebagaimana yang telah

disepakati  antara  Pemohon  dan  Termohon.  Adapun  tentang  pemberian  /

pembagian  harta  pernikahan  telah  dibicarakan  dan  disepakati  bersama-

sama antara Pemohon dan Termohon.

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil

Pemohon  dan  Termohon  untuk  hadir di  persidangan,  panggilan-panggilan

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut  oleh Jurusita Pengadilan

Agama Pekanbaru;

Pada sidang tanggal 31 Oktober 2016 Pemohon dan Termohon hadir

secara in person, sedangkan pada persidangan berdasarkan relaas panggilan

Nomor1362/Pdt.G/2016/PA.Pbr.  tanggal  14  Oktober  2016 yang dibacakan di

persidangan;

Bahwa oleh  karena Pemohon dan Termohon hadir  pada persidangan

tanggal  31  Oktober  2016,  maka  Majelis  Hakim  telah  mewajibkan  antara

Pemohon dengan Termohon melakukan  perdamaian melalui  proses mediasi

dengan memilih mediator Drs. Abd. Gani, M.H.;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil  mediasi  kepada Hakim Ketua

Majelis  bahwa mediasi  antara  Pemohon dengan  Termohon  gagal  mencapai

kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Pemohon  agar  berdamai

dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  oleh  karena  menasehati  Pemohon  agar  berdamai  dengan

Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-

dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa  terhadap  permohonan  Pemohon  tersebut,  Termohon  telah

meberikan  jawaban  secara  lisan  tanggal  21  Nopember  2016   dan  pada

pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan

tidak keberatan diceraikan oleh pemohon;

 Bahwa  untuk  mempertahankan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon,

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah

Nomor xxxxx/VIII/2007 tanggal 07 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan   Rumbai  Pesisir  Kota  Pekanbaru  yang  telah

dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan

dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan

menandatanganinya dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasikan

kepada Termohon;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan

dua orang saksi yang bernama;  dan , masing-masing sebagai Ayah kandung

Pemohon  dan  saksi  adalah  saudara  Sepupu  Pemohon;,  telah  memberikan

keterangan  dipersidangan  dan  dibawah  sumpah,  pada  pokoknya  sebagai

berikut: 

1.  xxxxxxxx.

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal  10 Agustus

2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah  menikah Pemohon dan Termohon tinggal  di  rumah tua

termohon di Tapung Selama beberapa bulan, kemudian pindah ke Ujung

Batu dan telah dikaruniai anak satu orang;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Bahwa Setelah  menikah  Pemohon dan  Termohon  bertempat  tinggal  di

rumah orangtua Termohon di Tapung beberapa bulan kemudian pindah ke

Ujung Batu;

Bahwa  Pemohon dan  Termohon  bertempat  tinggal  terakhir  di  jalan  Cipta

karya Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi setelah Idul

Fitri 2013;

Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena bertengkar;

Bahwa Penyebabnya adalah karena Termohon bersikap tempramen, marah-

marah  dan  merusak  barang-barang  peralatan  rumah  tangga,  dan

Termohon sering mengeluarkan kata-kata minta cerai kepada Pemohon

apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2013;

Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon,

akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Sudah cukup;

Bahwa

Keterangan  saksi  Pemohon  tersebut  di  atas  telah  dikonfirmasikan

kepada  Pemohon,  Pemohon  ,  sedangkan  kepada  Termohon  tidak  dapat

dikonfirmasikan karena tidak hadir di persidangan; 

2. xxxxxxxxx

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2007;

Bahwa  Pernikahan  Pemohon  dengan  Termohon  berlangsung  di  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pekanbaru;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah

orangtua Termohon selama beberapa bulan, kemudian pindah ke Ujung

Batu, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa  Tempat  tinggal  terakhir  Pemohon  dan  Termohon  di  jalan  xxxxxx

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak 2 tahun

terakhir ini;

Bahwa Yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

Bahwa Termohon tidak bisa mengontrol emosi kalau sudah marah, dan pergi

meninggalkan rumah dan tidak pulang hingga keesokan harinya, pada hal

anak masih menyusui;

Bahwa  pertengkaran  terjadi  pada  tahun  2012,  dan  setelah  itu  berbaik

kembali, kemudian terjadi lagi pertengkaran pada tahun 2013;

Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil;

Bahwa Sudah cukup;

Bahwa

Keterangan  saksi  Pemohon  tersebut  di  atas  telah  dikonfirmasikan

kepada  Pemohon,  Pemohon  ,  sedangkan  kepada  Termohon  tidak  dapat

dikonfirmasikan karena tidak hadir di persidangan; 

Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon sebanyak

dua kali persidangan untuk mengajukan alat bukti, yaitu persidangan ..............

dan .............., tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulannya  secara  lisan  di

persidangan tanggal 5 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap

pada  permohonan  Pemohon  dan  memohon  putusan  dengan  mengabulkan

permohonan  Pemohon,  sedangkan  Termohon  yang  hadir  pada  persidangan

tersebut menyampaikan kesimpulan dan menyatakan ;
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Untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  Majelis  Hakim  menunjuk

kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara. 

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah

memanggil Pemohon dan Termohon  untuk hadir di persidangan, sebagaimana

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

26  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  panggilan  kepada

Pemohon  dan  Termohon  telah  disampaikan  secara  resmi  dan  patut

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di

persidangan secara in person, kecuali pada persidangan tanggal .............. dan

tanggal  ..............,  sedangkan  Termohon  hanya  hadir  pada  sidang  pertama

tanggal ..., sidang kedua tanggal .... serta sidang ke sepuluh tanggal ....,, dan

tidak hadir pada sidang selainnya dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

sesuai  dengan  relaas panggilan  Nomor  1362/Pdt.G/2016/PA.Pbr  dan  tidak

ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan

undang-undang;

Menimbang,  bahwa oleh  karena Pemohon dan Termohon hadir  pada

persidangan  pertama,  maka  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah

diupayakan  perdamaian  melalui  mediasi  sebagaimana  dimaksud  Pasal  4

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan  dengan  Mediator  Drs.  Abd.  Gani,  M.H.,  tetapi  tidak  berhasil

mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon

agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat
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(1),  (2)  dan  (4)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan

Agama, akan tetapi tidak berhasil. 

Menimbang,  bahwa yang menjadi  masalah dalam perkara  ini  adalah,

Pemohon  mohon  diberi  izin  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i terhadap

Termohon,  dengan  alasan  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus  dan  tidak  ada  harapan  lagi  untuk  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangga;

Menimbang,  bahwa  meski  tidak  ada  keberatan  terhadap  keabsahan

perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah

adalah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan

dengan  akta  nikah,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  akta  nikah  tetap

diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy

Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan

alat  bukti  autentik  dan  telah  dibubuhi  meterai  secukupnya  dan  telah  di

sesuaikan  dengan  aslinya  oleh  Majelis  Hakim  dipersidangan  yang

menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri

dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materil  alat  bukti  surat,  karenanya  akan

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  P.1  yang  telah  memenuhi

syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon

dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis

Hakim  berpendapat  sepanjang  hubungan  hukum  antara  Pemohon  dengan

Termohon,  Pemohon telah  mampu  membuktikan  dalil  permohonannya,  oleh

karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak

satu raj’i yang diajukan Pemohon; 

Menimbang,  bahwa  karena  alasan  permohonan  Pemohon  adalah

pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989,

maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang
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berasal  dari  keluarga  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  Pemohon  dan

Termohon;

Menimbang,  bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan

alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama  dan ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama  (keterangan

saksi) menerangkan bahwa ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama  (keterangan

saksi) menerangkan bahwa ;

Menimbang,  bahwa  saksi  Pemohon  yang  bernama    adalah  Ayah

kandung  Pemohon  dan   saksi  adalah  saudara  Sepupu  Pemohon;,  yang

masing-masing  saksi  adalah  orang  yang  cakap  bertindak,  tidak  terhalang

menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah

sumpahnya,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  keterangan  dua  orang  saksi

yang  diajukan  Pemohon  telah  memenuhi  syarat  formil  alat  bukti  saksi,

karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa dua orang saksi  Pemohon bernama   dan   telah

memberikan  keterangan  tentang  pertengkaran  dan  pisah  rumah  antara

Pemohon  dengan  Termohon  selama  satu  tahun  dan  saksi  telah  berusaha

mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa keterangan yang  disampaikan  kedua orang  saksi

tersebut  diatas  adalah  berdasarkan  pengetahuan  saksi  sendiri  dan  saling

bersesuaian  antara  saksi  pertama  dengan  saksi  kedua,  maka  berdasarkan

Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan

kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti

saksi;  

 Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang

saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi,

maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah

mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang

saksi Pemohon tersebut dapat diterima;
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Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi

yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis

Hakim keterangan dua orang saksi  Pemohon tersebut dapat diterima, maka

Majelis  Hakim  berpendapat  Pemohon  telah  mampu  membuktikan  dalil

permohonannya  bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  terjadi

pertengkaran  sebagaimana  dimaksud  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan

dalil-dalil  permohonannya,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  permohonan

Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal

76  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  oleh

karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b)

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon

yang  telah  mencapai  batas   minimal  pembuktian,  bahwa  antara  Pemohon

dengn Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon

dengn  Termohon  telah  sampai  pada  kualitas  pertengkaran  yang  tidak  ada

harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

 Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

patut,  dan  hadir  hanya  pada  sidang  pertama,  dan  tidak  hadir  pada  sidang

selanjutnya,  sedangkan   Majelis  Hakim  telah  memberi  kesempatan  kepada

Termohon sebanyak masing-masing dua kali untuk jawaban dan pembuktian,

Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak

disebabkan  alasan  yang  dibenarkan  oleh  Undang-undang,  maka  Majelis

berpendapat   dalam pemeriksaan  perkara  ini  telah  diterapkan  asas  audi  et

alteram partem, oleh karena itu berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat,

sederhana  dan  biaya  ringan  sebagaimana  diatur  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-

undang  Nomor  48  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  permohonan  Pemohon

dapat di putus diluar kehadiran Termohon;
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Menimbang,  bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan

suami  isteri  dengan  Termohon  dan  telah  dikaruniai  dua  orang  anak  dari

perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil

tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat

berdasarkan hukum kebiasaan (urf) anak yang lahir dalam perkawinan karna

adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan

Termohon telah melakukan hubungan suami isteri      (ba’da dukhul);

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  antara  Pemohon  dengan  Termohon

telah  terbukti  melakukan  hubungan  suami  isteri  (ba’da  dukhul),  sedangkan

dalam  bukti  P.1  tidak  terdapat  catatan  yang  menyatakan  bahwa  antara

Pemohon  dengan  Termon  telah  pernah  bercerai,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat  berdasarkan  Pasal  118  Kompilasi  Hukum  Islam  talak  yang  di

jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan

dalil  gugatannya  bahwa  di  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  terjadi

pertengkaran  yang  dihubungkan  dengan  Majelis  Hakim  yang  telah

berkesimpulan bahwa rumah tangga  Pemohon dengan Termohon tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan

Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan

belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin

untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa sesuai  dengan Pasal  49  huruf  a  Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama,  maka  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:
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1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1),

ayat  (2)  dan ayat  (4),  serta  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Pasal  118 Kompilasi  Hukum Islam dan segala peraturan

serta dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi  izin  kepada Pemohon (xxxxxxxxxx)  untuk menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan

Agama Stabat.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk  membayar  semua biaya yang

timbul  dalam  perkara  ini  yang  hingga  saat  ini  dihitung  sejumlah  Rp

491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam

sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal  05 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh Kami

H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin,

M.H.  dan  Drs.  H.  Abd.  Jabbar  HMD,  S.H. masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota  Majelis,  putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  Senin,  tanggal  05

Desember  2016  Miladiyah,  bertepatan  dengan  tanggal  7  Rabiulawal  1438

Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. Abd. Rahim, S.H. sebagai

Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan

Drs. H. Abd. Jabbar HMD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

dibantu Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon

dan Termohon.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. Drs. H. Abd. Jabbar HMD, S.H.

Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:        

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya ATKRp.50.000,-

3. Biaya panggilan Rp. 400.000,-

4. Hak RedaksiRp. 5.000,-

5. Meterai Rp.  6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari  14 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


